
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR: 30 TAHUN 2OL3

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IJIN TERTENTU

DAN PERIJINAN LAINNYA PADA I{ANTOR PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang : a.

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
19 Tahun 2Ol2;
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaannya, maka
perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan
Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tana Tidung.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang
Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2OO3 Nomor 2a69\;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125,Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48aa\;

Mengingat : 1.

b.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a75O);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 Tentang
Pelayanan trublik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 172, Tambahan Lernbatan Negara

Republik lndonesia Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 20ll Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2

Tahun 2008);

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8

Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana

Tidung. (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2012, Nomor O8);

ll.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2Ot2 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu ( Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012, Nomor 19).

9.



MEMUTUSI(AN

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IJIN TERTENTU DAN

PERIJINAN LAINNYA PADA KANTOR PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANA

TIDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
2. Bupati lKepala Daerah adalah Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tana

Tidung;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tana Tidung;
5. Kepala Inspektorat adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana

Tidung;
Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung;
Kepala kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Peiizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung, yang selanjutnya disingkat
KPMP2T;

6.

7.

8. Delegasi kewenagan adalah pelimpahan
melaksanakan sebagian atau keseluruhan tugas
dengan peraturan perundang - undangan;

g. Petunjuk Teknis adalah Pedoman bagi Pemerintah Dalam Memberikan
Pelayanan Pefizinan pada Masyarakat;

lO. lnn adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan
merupakan bukti Legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

ll. perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, rekomendasi maupun
tanda daftar usaha;

12. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan
perizinai d.n non perrzinan yang proses pengolahannya mulai dari
iahap permohona.r sampai ketahapan terbitnya dokumen lizin dilakukan
dalam satu temPat;

13. Biaya Retribusi Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon

untuk memperoleh dokumen lizin yang besarannya ditetapkan
berdasarkan perhitungan dan tidak melanggar ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan Yang berlaku;

BAB II
BAGIAN KESATU

MAKSUD, TUJT'AN DAN SASARAN

Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman, acuan

dan Legalitas terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan bagi aparatur
dilingkringan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
(KPMP2T);

kewenangan untuk
pada seseorang sesuai



Pasal 3
Tujuan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu serta pedoman untuk
mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, efisien dan
efektif;

Pasal 4
Sasaran Petunjuk Teknis penyelenggaraan standar pemberian izin tertentu
dan perizinan lainnya adalah :

a. Terwujudnya pelayanan yang mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
b. Meningkatkan hak - hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian

pemberian pelayanan Yang baik.

BAGIAN KEDUA
Ruang LingkuP

Pasal 5
(1) Ruang Lingkup petunjuk teknis pelayanan pemberian izin adalah semua

perizinan dan non perrzinan yang didelegasikanldilimpahkan oleh Bupati
pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;

(2) Pelayanan penanaman modal, petizinan dan non perizinan yang
didelegasikan/dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITU-MB);

c. Izin Tempat Usaha llzin Gangguan (ITU/HO);
d. IzinTrayek (ITR);

e. Izin Usaha Perikanan (IUP-P);

f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

g. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

i. Izin Depot Air Minum Isi Ulang (IDAMIU);
j. Izin Usaha Rumah Makan (IURM);

k. Rekomendasi Surat Persetujuan Penanarnan Modal Asing (SPPMA);

l. Rekomendasi Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri

(SPPMDN);

BAGIAN KETIGA
Delegasi keweaangan

Pasal 5
Delegasi /pelimpahan kewenangan meliputi :

I. Seksi Penanaman Modal
1. Rekomendasi Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA)

2. Rekomendasi Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri
(SPPMDN).

il. Seksi Non Perijinan

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITU-MB)
2. Izin Usaha Rumah Makan (IURM)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Izin Depot Air Minum Isi Ulang (IDAMIU)

III. Seksi Perijinan
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. IzinTempat Usaha llzin Gangguan (ITU/HO)
3. IzinTrayek (ITR)



Izin Usaha Perikanan (IUP-P)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

BAB III
PROSEDUR DAIT PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 7

(1) Prosedur dan persyaratan pelayanan pemberian izin meliputi :

a. Jenis pelayanan yaitu pelayanan pemberian perizinan tertentu dan
perizinan lainnya serta non perizinan yang dihasilkan/didelegasikan
oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayana.n Perizinan Terpadu;

b. Dasar hukum pelayanan pemberian tzin adalah peraturan
perundang-undangan yang berlaku menjadikan pedoman atau dasar
penyelenggaraan pelayanan ;

c. Persyaratan pelayanan yaitu syarat - syarat yang harus dipenuhi
sebagai dasar pertimbangan untuk penerbitan perizinan tertentu dan
perizinan lainnya serta non perizinan sesuai jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administrasi;

d. Prosedur/mekanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan pemberian
izin yang dibakukan bagi pemberi maupun penerima pelayanan
termasuk pengaduan;

e. Waktu penyelesaian pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan;

f. Pelayanan biaya yaitu besaran biayaltarif pelayanan yang harus
dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan.

(2) Uraian prosedur dan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dapat
menyediakan Sarana dan Prasarana Pengaduan masyarakat yang
berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun
menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan
kondisi setempat;

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
segera ditindak lanjuti secara tepat, cepat dan transparan serta
memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu;

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu melalui Kepala Seksi Non Perijinan Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;

4.
5.
6.

(1)

(2)

t3)



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAtrIASAN

Pasal 9
Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan secara
berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu oleh Kepala Kantor sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing hingga pada Bupati;

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai
kebutuhan yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis
terkait serta evaluasi pelaksanaan pelayanan;

Pasal 1O

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

BAB VI
KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur
kemudian dengan Keputusan Bupati Tana Tidung dan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Peraturan Bupati ini mulai
ketentuan Peraturan BuPati
tidak berlaku lagi;

pengu Peraturan
Daerah paten Tana

Ditetap di Tideng Pale

Pada
TIDUNG,

Diundangkan di Tideng Pale

Pada tanggal

(1)

(2)

Pasal 12
berlaku pada tanggal diundangkan, dengan

Nomor 06 Tahun 2OLA dicabut dan dinyatakan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Tidung;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDU

M.YUSUF BADRUN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2OI3 NOMOR
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